
1. Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Daear Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingk:at II di Sulawesi [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik: lndonesia Nomor 
5495); 

Mengingat 

Menimbang: a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting 
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam 
berdemokrasi di tingkat lokal, sehingga dapat 
mengoptimalkan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, dan 
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa, perlu disesuoikan dengan melakukan 
pengattrran kernbali: 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan seba.gaima.na. dimaksud 
dalam buruf a, dan buruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Badan Permusyawaratan Oesa; 

BUPATI BUTON, 

UENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 
t{OMOR .2 TAHUN 2018 

BUPaTI BUTON 

PROVINSISULAWESITENGGARA 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Menceri ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton. 
2. Desa adalah desa di wilayah daerah yang merupakan 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 

BAD AN TENTANG PERATURAN DAERAH 
PERMUSYAWARATAN DESA. 

Menetapkari 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI BUTON 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKil.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Ta.hun '.2014 Nomor 244, Tambahsm Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaitnana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor l 23, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubo.h 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun ?.015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
110 Tahun 2016 tentang Badan Pennusyawaratan Desa 
(Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89), 



kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mcngatur. dan rnengurtas u.rusai1 
pernerintahan, kepentingan ma.syarako.t setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalarn 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Bupati adalah Bupati Buton. 
4. Ca.mat adalah camat di wilayah daerah sebagai pemimpin 

dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah 
kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, 
dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. 

5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desan ya dan 
melaksanakan rugas dari Pemerintah dan Pernerintah 
Daerah. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pcmerintahan Desa, 

7. Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dala.m sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

8. Badan Pcnnusyawaratan Dess, yang selanjutnya dieingkat 
BPD adalab lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
pendudu.k Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 
Pernerintah Desa, clan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis. 

10. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring 
dan evaluasi BPU terhadap pelaksanaan tugas KepaJa 
Desa. 

11. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
yang selanjutnya disingkat LKPPD atau ya.ng disebut 
dengan nama lain adalah Iaporari Kcpala Dcea kcpada BPD 
atas capcicn pelakeonoan tugas Kepala Desa dalam satu 
tahnn anggaran. 



Pasal 5 

(1) Anggota BPD merupa.kan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan 
perempuan. 

(2) Wilayah sebagaimana dimaksud pacla ayat (]) merrrpakan 
wilayah dalam desa, yaitu dusun atau sebutan lain. 

Bagian Kesatu 

Urn um 

BAB III 
KEANGGOTAAN BPD 

Pasal 4 

Ruang lingkup peraturan daerah ini rneliputi: 
a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; 
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; 
c. peraturan tata tertib BPD; 
d. pembinaan dan pengawasan; dan 
e. pendanaan. 

Pasal 3 
Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk: 
a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; 
b. mendorong BPD agar mampu menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik di Desa. 

Pasal 2 
Maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk 
memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga 
di Dcsa yang mclaksana.kan fungsi Pcmcrintahan Desa. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 



Pasal 7 
Persyaratan calon anggota BPD adalah: 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancaaila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
mernelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan 
Bhinneka Tunggal Ika; 

Bagian Ketiga 
Persyaratan Calon Anggota BPD 

Pasal 5 
(1) Alokasi jumlah anggota BPD setiap desa sebagaimana 

dimaksud da!am Pasal S ayat (1) ditctapka.n dengan jumlah 
gaeal, paling sed.ikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 
[sernbilan) or,mg, riengan memperhatikan jumlah penduduk 
sebagai berikut: 

a. jurnlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa 
sebanyak 5 (lirna) orang; 

b. jumlah penduduk antara 1.001 (seribu satu) jiwa 
sampai dengan 3.000 (tiga ribu] jiwa sebanyak 7 (tujuh) 
orang; dan 

c. jumlah penduduk diatas 3.000 (tiga ribu) jiwa 
sebanyak 9 [sembilan) orang. 

(2) Seluin memperhatikan jurnlah penduduk sebagaimana 
dimaksud pada ayat [l ], penetapan jumlah anggota BPD 
setiap desa juga memperb.atikan kemampuan keuangan 
desa. 

(3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah 
atau dusun, termasuk 1 {satu) orang anggota BPD 
berdasarkan keterwakilan perempuan. 

(4) Jumlah anggota BPD dari setiap dusun berdasarkan 
keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan secara proporsional mulai dari dusun dengan 
jumlah penduduk terbanyak sampai dusun dengan jumlah 
penduduk terkecil. 

(5) Ketentuan Jebih lanjut mengenai jumlab anggota BPD setiap 
desa di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
dan jumlah anggota BPD dari setiap dusun sebagaimana 
climaksud pada ayat (4), diatur dan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
Alokasi Jumlah Anggota BPD 



Pasal 8 
(1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui: 

a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan 
wilayah; clan 

b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan 
perempuan. 

(2) Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan 
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilakukan ditingkat dusun dan ditingkat desa. 

(3) Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan 
perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf b, 
tlilaku.kau dltingkat desa. 

(4) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui mckanisme: 

a. pemilihan langsung; atau 
b. musyawarah perwakilan. 

(5) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagairnana 
dimaksud pada ayat (4) untuk menetapkan bakal calon 
anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah ctitingkat 
dusun dltetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat 
dusun seternpat dcngan keputusan kepala dusun. 

(6) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) untuk mcrn.ilih calon anggota BPD 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan 
perempu::in ditingkat. desa ditetapkan oleh Kepala Desa 
setelah mendapat persetujuan BPD. 

(7) Penetapan mekanisme pengrsian ke::inggota::in RPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan 
ketersediaan personil. 

Bagian Keempat 
Pengisian Keanggotaan BPD 

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun at.au 
sudah/pcrnah rncnikah; 

d. berpendidlkan paling .rendah tamat sekotah rnenengah 
pcrtama atau sederajat; 

e. bukan sebagai perangkat l:'emerintah Uesa; 
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; 
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan 
h. bertempat tinggal di wilayah pem.ilihan. 



Pasal 12 
(1) Dalam ha! mekanisme pengisian keanggotaan BPD 

duetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana 
dimakeud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, parritia 
menyelenggarakan pernilihan langstang caJon anggota BPD 
oleh waiib pilih. 

Pasal 11 

Panilia meuyelenggarakan pemilihan calon anggota BPD 
berdaenrkan keterwakilan wilayah di tingkat desa paling lam bat 
3 (tiga) bulan sebelum maaa keanggotaan BPD berakhir. 

Pasal 10 
(1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal 

calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dala.m 
jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan 
BPD berakhir. 

(2) Penjaringan dan penyaringan bakaJ calon anggota BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
mendapatkan calon anggota BPDyang mewakili dusun. 

(3) Jurnlah calon anggota BPD yang mewakili setiap dusun 
sebagaimana di.maksud pada ayat (2), paling banyak 2 [dua) 
kali jumlah alokasi anggota BPD untuk dusun yang 
bersangkuiau. 

(4) Bakal calon anggota BPD yang ditetapkan menjacli calon 
anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah adalah 
masyarakat dusun yang mcmcnuhi syarat eebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 7 dan diusung oleh masyarakat 
dusun setempat berdasarkan basil pemilihan langsung atau 
musyawarah perwakilan tingkat dusun. 

Paragraf 1 
Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah 

Pasal 9 
(1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan oleh panitia yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 

berjum1ah l l (sebelas) orang yang terdiri atas unsur 
Perangkal Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur 
masyarakat paling banyak 8 [dclapan) orang. 

(3) Unsur rnasyarakat sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) 
mcrupakan wakil dari wilayah pcmilihan. 



Pasal 14 
(1) Panina melakukan penjaringan dan penyaringan bakal 

calon anggota BPD bcrdaearkari keterwakilan perempuan 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa 
keanggotaan BPD berakhir. 

Paragraf2 
Penqisian. Kean.ggotaan BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan. 

Pasal 13 
(1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan DPD 

ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan 
sebagaimans dimaksud dalarn Pasal 8 RyRt (4) huruf b, 
calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah 
perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai 
hak pilih. 

(2) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berasal dari perwakilan masyarakat sesuai dengan 
konsisi desa antara lain: 
a tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendid.ikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwalcilru, lcelornpok pemerhati dan pelindungan anak, 

dan/atau 
1. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan. 

(3) Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih 
sebagaimana dimakasud pada ayat (l) ditetapkan oleh 
panita dengan jumlah gasal. 

(4) Musyawarah perwakilan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) dilakukan unruk memperoleh mufakat. 

(5) Dalam hal tidak tercapai mufakat, pemilihan calon anggota 
BPD dilakukan melalui voting. 

(2) Wajib pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
seluruh masyarakat desa yang merupuuyai hale pilih yang 
jumlahnya ditetapkan oleh Panitia bcrdaearkan Daftar 
Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan 
per-undang-undangan. 

(3) Setiap wajib pilih berhak memilih semua calon anggota BPD 
yang berasal dari dusun, dengan kerentuan hanya dapat 
memilib 1 (satu) orang calon unzuk 1 (satu) dusun. 



Pasal 17 

(1) Dalam ha! mekanisme pengisian keanggotaan BPU 
ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan 
sebagairuana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4j huruf b, 
calon anggota BPD dipilih dalam proses rnusyawarah 
perwakilan oleh unsur perwakilan perempunn yi:rng 
mempunyai hak pilih. 

(2) Unsur perwakilan pr.rempuan yang mempunyai hak pilih 
sebagaimana dimakasud pada ayat (ll ditetapkan oleh 
panita dengan jumlah gasal. 

Pasal 16 
(1) Dalam hal mekanisme pengrsian keanggotaan BPD 

ditetapkan melalui proses pemilihan langsung seoagairnana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, panitia 
menyelenggarakan pemilihan Iangsung calon anggota BPD 
oleh perernpuan warga desa yang mempunyai hak pilih. 

(2) Jumlah perempuan warga desa yang mempunyai hak pilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh 
Panida berdasarkan Daftar Pernilih Tetap sesuai dengan 
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(3) Setiap perempuan warga desa yang mempunyai hak pilih 
hanya dapat mcmilih 1 (satu) orang calon anggota BPD 
berdasarkan keterwaki.lan perempuan. 

Pasal 15 
Panitia menyelenggarakan pernilihan calon anggota BPD 
berdasarkan keterwakilan perempuan paling lambat 3 (tiga) 
bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 

(2) Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota H.PU 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
mendo.po.tkan calon anggota BPD yang mewakili 
kepentingan perempuan di desa. 

(3} Jumlah calon anggota BPD bcrdaaarkan keterwakilan 
perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 
banyak 3 {tiga) kali jumlah a1okasi anggota RPO 
berdasarkan keterwakilan perempuan untuk desa yang 
bersangkutan. 

(4) Bakal calon anggota BPD yang ditetapkan menjadi calon 
anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan adalah 
perempuan warga desa yang mernerruhi syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, serta merniliki kemampuan dalam 
menyuarakan dan memperjuangan kepentingan 
perempuan. 



Pasal 20 
(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan 

Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 
Iaporan hasil pemilihan anggota l::!PV dari Kepala Desa, 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mulai bertaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji 
anggota BPD. 

(3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dihadapan masyarakat 
dan dipandu olch Bupati atau pcjabat yang ditunjuk paling 
lama. 30 [tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan 
Rnp::iti mengenai pereamian anggota BPD. 

Bagian Kelima 
Peresmian dan Sun1pah/Janji Anggota BPD 

Ketentuan. lebih lanjut mengenai tata cara. pengisian 
keanggotaan BPD diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasall9 

Pasal 18 
(1) Panitia rnenetapkan talon anggota BPD terpilih. 
(2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimak:sud pada (l) 

adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak. 
(3) Panitia menyampaikan calon anggota BPD terpilih 

sebagairnana dimaksud pada ayat (11 kepada Kepala Desa 
paling lama 7 (tujuh] hari seiak ditetapkan. 

(4) Kepala desa menyampaikan calon anggota BPD terpilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui 
Camat paling lama 7 (tuiuh) hari sejak. diterimanya hasil 
pemilihan dari panitia. 

Paragraf 3 
Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih 

(3) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk mempcroleh rnufakat. 

(4) Dalarn hal tidak tercapai rnufakat, pemilihan caion anggota 
BPD dilakukan melalui voting. 



Pasal22 
(1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpab dan janji 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), mengikuti 
pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh 
Pernerintah Daerah, 

(2) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibiayai dari APBD Kabupaten. 

Pasal 21 

(1) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: 
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji 
bahwa saya akan mernenuhi kewajiban saya 
selaku anggota Badan l'ermusyawaratan Desa 
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan 
eeadil-adilnya; 

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan 
dan mcmpcrt.ahankan Pancasila sebagai dasar 
negara, dan bahwa saya akan menegakkan 
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang OaSRr 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
melaksanakan segala peraturan perundang 
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku 
bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia". 

(2) Pengucapan surnpah/janji jabatan anggota BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, didampingi oleh 
rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-rnastng. 

(3) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), anggota BPD yang beragama: 
a. Islam, diawali dengan frasa «Demi Allah saya 

bersumpah"; 
b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan 

frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan dia.khiri dengan 
Irasa "Sernoga Tuhan rnenolong saya"; 

c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; 
dan 

d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa", 

(4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11 dilanjutkan penandatanganan benta acara 
pengucapan sumpah/janji. 



Pasal 24 
(1) Anggota BPD berhenti karena: 

a meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; atau 
c. diberhentikan. 

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dima.ksud pada 
ayat (1) huruf c, apabila: 
a. berakhir masa keanggotaan; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas seca.ra berkelanjutan 

atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 
(enam) bulan tanpa keterangan apapun; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; 
d. ridak melaksanakan kewajiban; 
e. melanggar larangan sebagai anggota BPD; 
f. melanggar sumpah/janjijabatan can kode etik BPD; 

g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan 
y1:tug telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena. 
melalrukan tindak pidaria dengan ancarnan pidana 
penjara S (lima) tahun atau lebih; 

h. tidak menghadiri rapat paripurna da.n/ atau rapat BPD 
lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 
6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

i. adanya perubahan status Desa rnenjadi kelurahan, 
penggabungan 2 {dual Desa atau lebih meniadi 1 (satu) 
Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa; 

J. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; 
dan/atau 

k. diterapkan sebagai calon Kepala Desa. 

Bagian Keenam 
Pemberhentian Anggota BPD 

Pasal 23 
(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung 

sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. 
(2) Anggota BPD sebagaimana dirnaksud pada avat (1) dapat 

dipilih untuk mssa keanggotaan paling banyak 3 (tiga] kali 
secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

Bagian Kelirna 
Masa Keanggotaan BPD 



Pasal 27 
(1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh 

calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan 
hasil pemilihan anggota BPD. 

(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meninggal dunia, 
mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD 
nomor u.-ut bcrikutnya. 

Bagian Kedelapan 
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu 

Pasal 26 
(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah 

ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, 
terorisme, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap 
keamanan negara. 

(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara 
berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan 
pemberhentian scbagai pimpinan BPD. 

(3) Dalarn ha! pimpinan BPD diberbentikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin 
rcpat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu. 

Bagian Ketujuh 

Pemberhentian sementara 

pemberhentinn o.nggota BPD eebagaimuna 
pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan 

(5) Peresmian 
dimaksud 
Bupati. 

Pasal 25 
(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD 

berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui 
Kepala Oe:;a. 

(2) Kepala Uesa menindaklanjuti usu.Ian pemoernentian 
anggota 6PD kepada Bupati rnelalui Camat paling Jama 7 
(tujuh) hari scjak ditcrimanya usu! pemberhentian. 

(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD 
kcpada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya 
usu! pemberhentian. 

(4) Bupati mcrcsmikan pemberhcntian anggota BPD paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul 
pemberhent.ian anggota BPD. 



Anggota BPD dilarang: 
a. merugilron kepentingan umum, rnereeahknn sekelornpok 

masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau 
golongan masyarakat Desa: 

b. melaknkan korupsi, kolusi, dan neporisme, menerima 
uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat 

Pasal 31 

Bagian Kesembilan 
Larangan Anggota BPD 

Pasal 30 
(1) Penggantian antarwakru anggota BPD tidak dilaksanakan 

apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan 
kurang da.ri 6 (enam) bulan. 

(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kosong sampai berakhirnya masa jabata.n anggota BPD. 

Pasal 29 
(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa 

masa jabatan anggota BPD yang digantikannya. 
(2) Masajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung 

l (satu) periode. 

Pasal 28 

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak auggota BPD yang 
diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Dcsa 
rnenyarnpaikan usulan nama calon pengganti ariggota BPD 
yang diberhentikan kepada Bupati melalui C.amat. 

(2) Pa ling lama 7 (tujuh] hari sejak diterimanya usulan anggota 
BPD yang diberhentikan anta.rwaktu sehagaimana 
dimaksud pada ayat [I], Camat rnenvampaikan usulan 
nama calon pengganti anggota BPD yang cliberhentikan 
kepada Bupati. 

(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi 
anggota .BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian 
anggota 8PD dari Kepala Desa. 

(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan 
dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan bertta acara 
pcngucapan sumpah/janji. 



Pasal 33 
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD 

diangkat 1 (satu) orang tenaga star administra.si BPD yang 
berasal dari unsur perangkat Desa. 

Pasal 32 
(1) Kclcmbagaan BPD tcrdiri atas: 

ct. pimpinan; dan 

b. bidang. 

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
a, terdiri atas: 
a. I (satu) orang ketua: 
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan 
c. 1 (satu) orang sekretaris. 

(3) Bidang sebaga.imana dimaksud pada ayat [I] huruf b 
terdiri atas: 
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

pembinaan kemasyarakatan; dan 
b. biclang pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 13) dipimpin oleh 

ketua bidang. 
(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai 

anggota BPD. 

BAB IV 
KELEMBAGAAN BPD 

memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukannya; 

c. menyalahgunakan wewenang; 
d. melanggar sumpah/janjijabatan; 
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat 

Desa; 
f. merangkap sebagai anggora Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 
jabatan lain yang ditcntukan daJam pcraturan 
perundangan-undangan; 

g. scbagai pclaksana proyck Dcsa; 
h. menjadi pengurus partai politik; dan/ atau 
1. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. 



Pasal 36 
Ketentuan lebih lanjur mengenai pembagian hicfang dalarn 
kelembagaan BPD dan tenaga administrasi BPD diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal35 
(1) Pimpinan dan ketua bidang sehagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 34 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan 
keputusan BPD. 

(2) Keputusan BPD sebaaafmana dimaksud pada ayat (1) 
mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat 
atas narna Bupati. 

Pasal 34 
(l) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (1) dipilih dart dan oien anggota BPD 
secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan sccara 
khusus. 

(2) Rapat pcmilihan pimpinan BPD dan ketua bidang 
sebagairnana dimaksud puda ayat (1) untuk _pertama kali 
clipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggoca 
termuda. 

(3) Rapat. pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak 
tanggal pengucapan sumpah/janji. 

(4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang 
berikutnya karena pirnpinan dan atau ketua bidang 
berhenti, dipimpin oleh ketua at.au pimpinan BPD lainnya 
berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD. 

(2) Pengangkatan staf adrninistrasi BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yaug ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Desa. 

(3) Staf administrasi BPD sebagairuana dimaksud pada ayat 
(1) melaksa.na.kan fungsi administrasi kelembagaan dan 
fungsi pengelolaan keuangan BPD. 



Pasal 38 
BPD mempunyai tugas: 
a. menggali aspirasi masyarakat; 
b. rnenampung aspirasi rnasyarakat; 
c. mengelola aspirasi masyarakat: 
d. menyalurkan aspirasi masyara kat; 
c. menyelenggarnkan mueyawarah BPD; 

f. rnenyelenggarakan musyawarah Desa; 

g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 
h. rnenyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk 

pemilihan Kepala Desa antarwaktu; 
1. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Uesa; 
J· melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; 
I. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan 

Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan 
rn. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasa1 37 
BPD mempunyai fungsi: 
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa; 
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; 

dan 
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Bagian Kedua 
Tugae BPD 

Bagian Kesatu 
Fungsi BPD 

BABV 

FUNGSI DAN TUGAS BPD 



Pasal 41 

(1) BPD meng-elola aspirasi masyarakat Desa melalui 
pengadministrasian dan perumusan asplrasi. 

(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 J berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang 
pernerintahan, pembangunan, pembinaa.n kemasyarakatan 
dan pcmberdayaan rnaeyarnkat Desa. 

(3) Peruurusan aspirasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara menganalisa dan mcrumuskan 
asplrasi masyarakar OP.sa untuk disampaikan kepada 

Paragraf3 

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 

Pasal 40 
(1) Pelaksariaan kegiatan menarnpung aspirasi masyarakat 

dilakukan di sekretariat BPD. 
(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (l) 

diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah 
BPD. 

Paragraf2 
Menampung Aspirasi Masyarakat 

Pasal 39 
(1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat. 
(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pact a ayat (I) 

dapat dilakukan langsung kepada kelernbagaan dan 
masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, 
masyarakat berkebutuhan khusus, perernpuan, kelompok 
marjinal. 

(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan 
musyawarah BPD yang diruangkan dalam agenda kerja 
BPD. 

(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana di.maksud 
pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang paling 
kurang memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan 
uraian kegiatau. 

(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan 
dalarn rnusyawarah BPD. 

Paragraf 1 
Penggalian .4spirasi Masyarakat 



Pasal43 
(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka 

menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang 
bersifat strategis. 

(2) Hal yang bersiiat strategis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan 
penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan 
keterangan penyelenggaraan Pernerintahan Desa, 
menetapkan pcraturan tata tcrtib Bf>D, dan usulan 
pemberhentian anggota BPD. 

(3) DPD menyelenggarakan musyawarah BPD dcngan 
mekariisme, sebagai berikut: 

a. musyawarah I3PD dipimpin olch pimpinan BPD; 
b. musyawarah BPD dmyarakan sah apabila dihadiri oleh 

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota 
BPD; 

c. pengambilan keputusan dilakukan dcngan cara 
rrrusyawarah guna mencapai mufakat; 

Paraqraf 5 

Penyelenggaraan Musyawarah BPD 

Pasal42 
(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan 

dan atau tulisan. 
(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian 
aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD 
yang dihadiri Kepala Desa. 

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian 
aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian 
masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pennintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau 
penyampaian ranca.ngan Peraturo.n Desa yang beraeal dari 
us'ulan BPD. 

Paragraf 4 

Penyaluran Aspirasi Masyarakat 

tata kelola 
baik dan 

Kepala Desa daJarn rangka mewujudkan 
penyelenggaraan pemeriutehan yang 
kesejahteraan maeyarnkat Desa. 



a. tokoh adat; 

b. tokoh agama; 

c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 

f. perwakilan kelompok nelayan; 
b. perwakilan kelompok perajin; 
c. perwakilan kelompok perernpuan; 
d. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan 

Pasal 44 
(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang 

difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 
(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan 

yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang 
bersifat atrategis dalam penyelcnggaraan Pemerintahan 
Dcsa. 

(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mcliputi: 

a. penataan Desa: 

b. perencanaan Desa; 
c. kerja sama Desa; 
d. rencana investasi yang masuk ke Desa; 
e. pembentukan BUM Desa; 
I. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan 
g. kejadian Inar hiasa. 

(4) Unsur rnasyarakat sebagaimarra dimaksud pada ayac 
(2) rerdiri atas: 

Paragraf6 

Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, 
pengambilan kepurusan dilakuka.u dengan cara 
pemunguta.n euara; 

c. pemungutan suara sebagaimaria dimaksud dalam 
huruf d diriyatakan sah apabile disetujui oleh paling 
sedikit Yo (satu perdua) ditarnbah I (satu) dari jumlah 
anggota BPD yangha.dir; dan 

f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan 
BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat 
oleh sekretaris BPD. 



Pasal 47 
(1) Panitia sebagaimana dimaksud daJam pasal 45 ayat (1) 

melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon 
Kepala Desa a.ntarwaktu. 

(2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala 
Desa, paling sedikit 2 [dua) orang dan paling banyak 3 
ftiga) orang. 

(3) Dalaru ha! jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan 
lebih dari 3 [tiga}, panitia melakukan seleksi tnmbaharr 
dengan mengguna.kan kriteria merniliki pengetahuan 
mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidi.kan, usia 
dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. 

(4) DaJam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang 
dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu 
pendaftaran selama 7 {tujuh) hari. 

Pasal 46 
(l) Panitia scbagaimana dimaksud dalam Paaal 45 oyot (1) 

terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyaralcat. 

(2) -Jumlah anggota panitia discsuaikan dcngan bcban tugas 
dan kemsmpuan pembiayaan. 

(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayo.t (1) 
bertanggungiawab kepada BPD. 

(4) Dalam hal anggota panitia tidak mclaksanakan tugas dan 
kewajiban dapat d.tberhentikan dengan keputusan BPD. 

Pasal 45 
(1) BPD membentuk pantia pemilihan Kepala Desa serentak 

dan panitia pernilihan Kepala Desa antarwaktu. 
(2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan BPD. 

Paragraf 7 

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 

anak; dan 
j. perwakilan kelompok masyarakat tidakF mapan. 

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan 
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial 
budaya masyarakat. 

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibiayai dari Anggaran Peridapatan dan Belanja 
Desa. 



Paso.! 50 

( l) BPD dan Kepala Desa mcmbahas dan menyepakati 
rancangan Peratutan Desa yang diajukan BPD dan atau 
Kepala Desa. 

(2) Pcmbahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam 
musyawarah BPD. 

(3) Rancangan Peraturan Desa yang drusnlkan Kepala Desa 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (]) dibahas terlebi.h 
dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lam.bat 10 
[sepuluh] hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan 
Desa diterirna oleh BPD. 

Paragra/9 

Pembahasan dan Penyepakatan 

Rancanqan Peraturan Desa 

Pasal 49 
BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 
(tujuh) hari sejak d:iterimanya Japoran hasil pemilihan Kepala 
Desa dari panitiapemllihan. 

Pasal48 
(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk 

pemilihan Kepala Desa antarwaktu. 
(2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilak:ukan untuk mengesahkan 
calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan 
pengesahan calon Kepala Desa terpilih. 

(3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala 
Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
panitia untuk disampaikan kepada BPD. 

Paragra/8 

Penyelenggaraan ,'r!usyawarah Desa Kbusus Untu1c 
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu 

(5) Dalam hal ba.kal calon yang memenuhi persyaratan tetap 
kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu 
pcndaftara.n seba.grumana dimaksud pada ayat ('1,J, BPD 
menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai 
dengan waktu yang ditetapkan kemudian. 



Pasal 52 

( 1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala 
Desa. 

(2) Pelaksanaan pengawasan scbagaimana dimaksud pada 
nyat (1) dilnkukan melalui: 

a. perencariaan kegiatan Pemerintah Desa; 
b. petaksanaan kegiatan: dan 
c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) berupa monitoring dan evaluasi. 

Paraqrof 10 
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 

Pasal 51 

(I) Dalam hal pcmbahasan rancangan Pcraturan Desa antara 
BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, 
musyawarah bersarna tetap mengamhil kepnrusan dengan 
disertai catatan pennasalahan yang tidak disepakati .. 

(?.) Ranoangan Peraturan DeS3 sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diaiukan oleh Kepala Desa kepada Bupati 
melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak 
disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah 
pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan 
pembinaan. 

(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk : 
a. penghentian pembahasan; atau 
b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan 

kesepakatan rancangan Peraturan Desa. 
(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau 
pejabat lain yang ditunjuk Bupati. 

(4) Pelaksanaan pernbahasan rancangan Peraturan Desa 
sebagairnana dlmaksud pada ayat (1) antara BPD dan 
Kepala Desa untuk pertarne Im.Ii dilakuka.n paling lama 30 
(tiga pnlnh] hari sejak pelaksanaan musyawarah internal 
BPO. 

(5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan 
pencatatan proses yang dituangkan dalarn norulen 
musyawarah. 



(l) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling Iambat 10 
(sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima. 

(2} Berdasarkan hasil evaiuast sebaga.imana dimaksud pada 
ayat (1) BPD dapat. 
a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; 
b. meminta keterangan atau informasi; 
c. rnenyatakan pendapat; dan 
d. memberi masukan untuk penyiapan bahan 

musyawarah Oesa. 
(3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap 

Pasal 55 

Pasal 54 

(1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangcn 
penyelenggaraan Pernerintahan nesa. 

(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayac (1) 
merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 
(satu) tahun anggaran. 

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagairnarra dimaksud ayat (l) 
dilakukan berdasarkan prinsip dernokratis, responsif, 
transparansi, akuntabilitas dan objektif. 

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa. dan 

APBDesa; 
h. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, 

Pernerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; 
c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai 

peraturan perundang-undangan; dan 
d. prestasi KepAIA DeAA. 

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian dari laporan kinerja RPI). 

Paragraf 11 
Evaluasi Laporan. Keterangan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Pasal 53 
Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa 
sebagaimana dirnaksud ctalam PasaJ 52 ayat (!) rnenjadi bagian 
dari laporan kincrja BPD. 



BPD berhak: 
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang 

penyelenggaraan l='emerintahan Dcsa kcpada Pcmcrirrtah 
Deoa; 

b. mcnyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pernbiriaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa; dan 

Pasal 57 

Bagian Kesatu 
Hak BPD 

BABVI 
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD 

Pasal 56 
(1 J Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang 

harmonis dengan Pernerintah Desa dan lembaga Desa 
lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa 
untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan 
Desa atau ft'KAKD. 

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari 
unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah 
terbentuk, 

(3) Forum sebagaimana cfunaksud pada ayat (2), ditetapkan 
dengan kepurusan Kepala Desa. 

(4) Togas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan 
aktual di desa. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan 
Forum Kumunikasi Antar Kelernbagaan Desa diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Paragaraf 12 
Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonie Dengan Pemerintah Desa dan 

Lembaga Desa Lainnya 

melaniutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan 
memberikan catatan kinerja Kepala Desa. 

(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. 



Pasal 60 
(1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari 

APBDesa. 
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk dukungan pelak:sanaan fungsi dan tugas 
BPD. 

(3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan 
operasional dan kemampuan Keuangan Desa, 

Paragraf3 
Biaya Operasional 

Pasal 59 

(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat 
berdasarkan keputusan BPD. 

(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara 
cermat dan objeklif atas penyelenggaraarr Pemerintahan 
Deaa. 

(3) Penilaian sebagaimana duuaksud pada ayal (2) dilakukau 
melalui pembahaean dan pendalaman suatu objek 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan 
dalam musyawarah BPD. 

(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil musyawarah BPD. 

Para.gta/2 
Pemyataan Pendapat 

Pasal 58 
(1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa. 
(2) Monitoring dan evaluasi sebagia.mana dimaksud pada ayat 

(1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Paragraf 1 
Pengawasan 

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan 
fungsinya dari Anggarari Pendapatan dan Belanja Desa. 



Pasa163 
(1] Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) diberikan berdasarkan 
kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. 

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 
ayat (4), dapat dlberlkan dalam ha! terdapat penambahan 
bcban kerja. 

(3j Tunjangan kinerja sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) 
bersumbcr dari Pcndapatan Asli Desa. 

(4j Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaks'ud pada ayat 
(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal62 
(1) Pirnpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk 

memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 61 ayat (1) huruf e. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
cunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan 
lainnya. 

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan. 

(4) Tunjangan Jainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
rnerupakan tunjangan kinerja. 

Paragraf 1 
Tunjangan 

Pasal61 
(1) Anggota BPD berhak: 

a. mengaiukan usul rancangan Peraturan Desa; 
b. mengajukan pertanyaan; 

c. menyampo.ikon ueul don/ntau pendapat; 

d. rnernilih dim dipilih, dau 

e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa .. 

(4) Hak anggota ef'D sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a sampai dengan buruf d digunakan dalam 
musyawarah DPD. 

Bagian Kedua 
HakAnggota BPD 



Pasal 67 
Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas 
dan pemberian penghargaan kepacla pimpinan dan 
anggota BPD diatur dcnga.n Peratuan Bupati .. 

Pasal 66 
(I) Penghargaan kepada pim.pinan dan anggota BPO 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dibcrikan 

pada tingkat daerah. 

(2) Penghargaan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dibagi 
dalam 2 (dua) kategori: 
a. kategori pimpinan; dan 
b. kategori anggota. 

c. pembimbingan teknis; dan 
d. kunjungan lapangan seperti studi banding yang 

dilakukan di dalam negeri. 
(2) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD dan 
APBDesa, dan dapat bersumber dart APBN, APBD Provinsi, 
serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal65 

(1) Peningkatan kapaslias pirnpinan dan anggota BPD 
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilakukan 
melalui: 

a, pendidikan dan pclatihan; 

b. sosialisasi; 

a. memperoleh perungkatan kapasitas; dan 

b. memperoleh penghargaan. 

Pasal 64 

Selain hak mendapatkan tunjangan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 61 ayat (1) lruruf e, pirnpinan dan anggota BPD 
berhak: 

Paragraf2 
Peningkatan Kapasitas dan Penghargaan 



Pasal69 
(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan 

tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
(2) Laporan kinerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

dibuar dengan sist.ematika: 
a. dasar hukum; 

b. pclaksanaan tugas: dan 
c. penurup, 

(3} Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan secara tertulis kepada Bupali melalui Camat 
scrta disampaikan kcpada Kcpala Desa dan forum 
musyawarah Deso. secara tertulis dan atau lisan. 

(4) Laporan kiuerja BPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dieampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai 
tahun ariggaran. 

Bagian Keempat 
Laporan Kinerja BPD 

Anggota BPD wajib: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka; 

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan 
gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan 
pribadi, kelompok, dan/atau golongan; 

d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat 
masyarakat Desa; 

e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan 
lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan 

f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan 
kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta 
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Pasal68 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Anggota BPD 



BPD berwenang: 
a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk 

mendapatkan aspirasi; 
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah 

Desa secara lisan dan tertulis; 
c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi 

kewenangannya; 
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala 

Desa; 
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 
f. menya.takan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksa.naan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa; 

g. mengawal aspirasi rnasyarakat, menjaga kewibawaan dan 
kestaoilan penyeienggaraan Pemerintahan Desa serta 
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan tata kelola pcmcrintahan yang baik; 

h. menyusun peraturan tata tertib BPD; 
i. menyampaikan laporan basil pengawasan yang berstfat 

i.nsidentil kepada Bupalin1elalui Camat; 
j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya 

operasional BPD secara terrulis kepada Kepala De= untuk 
dia1okasikan dalam RAPB Dcsa; 

k. mengelola biaya operasional BPD; 
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar 

Kelembagaan Dcsa kepada Kepala Dcsa; dan 

Pasal 71 

Bagian Kellina 

Kewenangan BPD 

(2) Laporari kinerja BPD yang disampuikan padn forum 
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa. 

Pasal 70 

(1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) digunakan 
Dupati untuk evaluaei kinerja DPD serta pelaksanaan 
pembirraan dan pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 



Pasal 72 
(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD. 
(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD. 
(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksnd pada 

ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; 
b. fungsi, cugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; 
c. waktu musyawarah DPD; 
d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; 
e. tata cara musyawarah BPD; 
f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan 

anggota BPD; dan 
g. pembuatan berita acara musyawarah BPD. 

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi: 
a. pelaksanaan jam musyawarah; 

b. tempat musyawarah; 
c. jeois musyawarah; dan 
d. daftar hadir anggota BPD. 

(5) Pengaturan mengenai pimpinan muayawarah BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi: 

a. pcnetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan 
dan anggota badir lengkap; 

b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua DPD 
berhalangan hadir; 

c. penetapan pimpina.n musyawarah apabila ketua dan 
wakil ketua berhalangan hadir; dan 

d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah 
sesuai dengan bidong yang ditentuko.n dan penetapan 
penggantian anggota BPD antarwakru. 

(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD 
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: 

a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa; 

BAB VII 

PERATURAN TATA TERTIB BPD 

m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka 
monitoring dan cvaluasi pcnyclenggaraan Pemerintahan 
Desa. 



Pasal 73 
(11 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap 

pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaran 
Pemerintahan Desa. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat [I), meliputi: 
a. mernfasilitasi dukungan kebijakan; 
b. rnenyusun Peraturan Bupati; 
c. memberikan birnbingan, pemantau, evaluasi, 

pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; 
d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan 

pelatihan tertentu; dan 
e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan 

anggota BPD. 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

a. penyusunan notulen rapat; 

b. penyusunan berita acara; 
c. format berita acara; 
d. penandatanganan berita acara; dan 
e. penyampaian berita acara. 

pelaksanaan terhadap a. pemberian pandangan 
Pemerintahan Dcsa; 

b. penyampaian jawaban atau pern.lapal Kepala Desa 
atas pandangan BPD; 

c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau 
pendapat Kcpala Desa; dan 

d. tindak lanjut dan penyarnpaian pandangan akhir BPD 
kepada Bupati. 

(8j Pengaturan mengenai penyusunan berica acara 
musyawarah BPD scbagaimana dimaksud pada ayat {3) 
huruf g meliputi: 

d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi 
masyarakat. 

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan 
pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) lruruf f 
meliputi: 

dan 

program dan rencana b. konsultasi mengenai 
Pemerintah Dcaa; 

c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; 



Pasal 77 
Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya 
Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai 
rnasa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam 
Peraruran Daerah i.n.i paling lama Januari 20 l Y. 

BAB Xl 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 76 
(1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status 

Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau 
lebih menjadi l (satu) Desa, pemekaran atau 
penghapusan Desa, dioerhentikan dengan hormat dari 
jaba.tannya. 

(2) Anggora BPD sebagairnana diuiaksud pada ayat (l) diberi 
penghargaan dan/atau pesangon secuai dengan 
kemampuan keuangan Daerah. 

Pasal 75 

Format jenis buku administraei BPD dan laporan kinerja BPD 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

BABX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 74 
Pendanan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada APBD 
dan APBDes, dan dapat menggunakan dana yang bersumber 
dari APBN, APBD Provinsi, dan sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat. 

BAB IX 
PENDANAAN 

perungkot duerah yang membidangi urusan Desa, dan 
pera.ngkat daerah terkait lairmya. 

dan pengawasan sebagaimana 
(2) dilaksanakan oleh Camat, 

pembinaan 
pada ayat 

Kegiatan 
dimaksud 

(3) 



PEJABAT '?A AF 
~ef<:OA 

Ditetapkan di Pasarwajo 
pada tan :z I mr,1 2018 

Pasa.180 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten I3uton. 

Pasal 79 
Percturan pelaksanacn Pernturnn Daeruh ini harue ditetapkan 
paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 

Pasal 78 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2008 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XIl 
KETENTUA.N PENUTUP 



NOREG PERATURAN DAERAH KABL'PATEN BUTON PROVINS! SULAWESI 
TENUUARA NOMOJ:<: ~/.2.l,/j.019 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NO MOR _ _1_~-i 

Diundangkan di Pasarwajo 
pada tanggal 3. I hi v I 2018 

LA BAKRY 

Ttd 

BUPATI BUTON, 

Ditetapkan di Pasarwajo 
pada tanggal 2/ me:-1 2018 

Pasal 80 

Peraruran Daerah inl mulai berlaku pada la.nggal diundangkan. 
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah Ini deugan penempatannya 
dolo.m Lembo.ran Daerah Kabupaten Buton. 

Pasal 79 

Peraturan pelaksariaan Peraturan Daerah, ini. harue ditetapkan, 
paling lama 2 (<lwi) rahun sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 

Pasal 78 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 20081'iomor 51), dicabutdan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XII 
KETENTUAN PENL'TUP 



Cara Pen_gisian : 
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat 

masuk yang diterima 

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar 
Kolom 3 diisi dengan nomor aurat keluar 

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar 

Kolom 5 diisi dengan hal dan. isi singkat surat keluar 
Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju 
Kolom 7 dirsi dengan keterangan lain jika diperlukan 

..... ,Tgl Bulan Tahun 
Sekretaris BPD ..... Mengetahui 

Ketua BPD ..... 

SURAT KELlfAR 
NO 1'ANGGAL 

HAL KET 
NOMOR T.,NGOAL & ISi SJNGKAT TU JUAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Buku Agenda Surat Keluar 

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD 

FORM.6.T ADMINISTRASI DAN PEMBUK(JAN 

BADAN PF-RMUSYAWARATAN DESA 

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR 2. TAHUN 2018 
TANGGAL : 21 fHE( 2018 



Cara Pengisian : 
Kolom l diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim 

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat 

Kulom 3 cliiei dc:ngan tanggal dan nornor surat yang dikirirn 
Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim 

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju 

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada 

Sekretaris BPD ..... 

..... ,Tgl Bulan Tahun 
Mengetahui 

KctuaBPD ..... 

TANGGAL 
NO. TANGGAL DAN HAL& ISi TUJUAN KET URUT PENGJRIMAN NO MOR SlNGKAT SURAT SURAT 

SURAT 
1 2 3 4 5 6 

3. Buku Ekspedisi 

surat 

Cara Pengisian : 

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan 
masuk yang diterima 

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk 

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk 
Kolom 4 diisi derigan tanggal, bulan, tahun surat maauk 

Kolom 5 diiai dcngan nama instan:.i yang mcnghikan su,·al 

Kolom 6 diisi dengan ha! clan isi singkat surar masuk 

Kolom 'r diisi dengan keterangan lain jika diper!ukan 

- 
SUR'\T MASUK 

NO TANGGAL NAMA KET 
NO MOR TANGGAL INSTANSI HAL 

PENGIRIM & ISi SINOKAT 

1 2 3 4 5 6 7 I 

. 

2. Ouku Agenda Surat Masuk 
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Kolom I diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu 
Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu 
Kolom 3 diisi dengan nama tamu 
Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu 
Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/aJamat instansi tamu 

Kolom 6 diisi dcngan kcpcrluan/ tujuan tamu 
Kolorn 7 diisi dengan tanda tangan tamu 

Cara Pengisian : 

..... .Tgl Bulan Tahun 
Sekretaris BPD ..... 

Mengetahui 
Ketua BPD ..... 

NO TGL NAMA JABAT KEPERl,IJ ALAMAT TTD AN AN ~ 

1 2 3 4 5 6 7 

7. BUKU TAMU BPD 
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Cara Pengisian : 

Kolom 1 diisi berurutan scsuai dcngan kegiatan BPD yang dilaksauakan 
Kolom 2 diiai hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan 
Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan 
Kolom 4 diisi dengan personil/ anggota BPD yang melaksanakan kegiatan 

dimaksud 
Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari 

pelaksanaan kegiatan 
Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan. 

..... ,Tgl Bulan Tahun 

Sekretaris 8 PD ...•. 

Mengetahui 

Kctua BPD ..... 

HARI AGENDA DAN NO. 
/T.A.NGGAL J(;;NJS l<EOIATAN PELAKSANA KET HASIL KEGIATAN ~- 

1 2 3 4 5 6 

~ 

9. Buku Data Kcgiatan BPD 



Cara Pengisian : 
Kolom 1 disi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi 
Kolom 2 diisi dengan hari/ tanggal aspirasi disampaikan 
Kolom 3 diisi deng::in narna individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi 

Kolom 4 diiai dengan aspirasi yang disampaikan 

Kolom G diisi dcngan langkah tindak lanjut serta pihak yang dirnirrta, 
meninciaklanjuti aspirasi. 

..... ,Tgl Bulan Tahun 
Selc.retaris BPD ..... 

Mer,getahui 
Kctua BP'D ..... 

HARI/ NAMA/LEMBAGA PIHAK 
ASPIRASI 

NO YANG TINOAK LAN.HIT 
TAN GOAL PENYAMPAI ASPIRASI DISAMPAIKAN 

1 2 3 4 5 

10. BUKU DATA ASl-'IRASI MASYARI\KAT 



Kolom l diisi dengan nomor urut sesuai urutan 
Kolorn 2 diisi dengan nama peserta rapat 
Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat 
Kolom 4 diisi dengan tanda tangan 
Kolom 5 diisi dengan keterangan/infonnasi lain jika diperlukan. 

Cara Pengisie.n : 

..... ,Tgl Bulan Tahun 
Sekretaris BPD ..... 

Mengetahui 

KetuaBPD ..... 

NO NAMA JABATAN TANDA KET TANGAN 
1 2 3 4 5 

11. Buku Daftar Hadir Rapat BPD 



Kolom 1 dlisi dengan nomor sesuai urutan 
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan 
Kolom 3 diisi dengan materi rapat 
Kolom 4 diisi dengan unsur danjumlah peserta rapat 
Kolom S diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat. 

Cara Peugisian ; 

..... ,TglButan Tahun 
Sekretaris BPD ..... 

Mcngctahui 

Ketua BPD ..... 

NO HARI/TANGGAL MATER! RAPAT PESERTA RDIGKARAN 
PEMBAHASAN 

1 2 3 1 s 

12. BUKU NOTULEN RAPATBPD 



Cara Pengisian : 
Kolom l diisi secara ben.uutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD 

yang diretapkan 
Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan 

BPD 
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD 
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan/Keputusan BPD 
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan 

..... ,Tgl Bulan Tahun 

Sekretaris BPD ..... 
Mengetahui 

KetuaBPD ..... 

NOMOR, TANGGAL 

NO. PERA TUR.AN/ l<RPl.l'T'USA N 'l'ENTANG URAIAN SINGKAT KET 
BPD 

l 2 3 4 5 

13. BukU Data Peraturan/Keputusan BPD 



Cara Pengisian : 
Kolom I diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut. 
Kolom 2 diisi diisi dengan nomor .tanggal, bulan dan tahun peraturan desa 

ditetapkan. 
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa. 
Kolom 4 diisi secara singkar dengan materi pokok yang telah ditetapkan 

dengan Keputusan BPD. 
Kolom 5 diisi dengari nomor dan tanggal keputusan BPD tentang 

kesepakatan atas rancangan peraturan desa. 
Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan Iain jika diperlukan. 

..... , Tgl Bulan Tahun 
Sekretaris BPD ..... 

Mengetahui 
Ketua BPD ..... 

NOMORDAN URAIAN NOMORDAN 
:-10 TGL PERA'TIJ.RAN 'TP.NTANC: SING KAT TGL KF.1' 

DESA KESEPAKATAN 

1 2 3 4 5 G 

14. Buku Data Peraturan Desa 



Kolom 3 diisi denganjudul/penamaan/hal strategis yang 
dimusyawarahkan 

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah 
desa 

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan. 

Kolom 2 diisi dengan hori, tanggcl, bulen dan tahun pe]aksanaan 
musyawarah desa 

Cara Pengisian : 

Kolom l diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa 

Ketua BPD ..... 

..... ,TgJ Bulan 'ranun 

Sekretaris BPD ..... 

Mengellihui 

.'10 1-JARI/'l'ANOOAL 
TEf',TANG/HAL POKOK-POKOK 

STRATEGIS KEPUTUSAN 
Kl!:'1'1£RAJIIGAN 

.. - 
l 2 3 4 ::; 

15. Buku Keputusan Musyawarah Desa 



Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan 
dengan keputusan musyawarah perencanaan pembanguuan desa 

Ko1om 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan 

Cara Pengisian : 

Kolorn 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah 
perencanaan pembangunan desa 

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahrm pelaksanaan 
musyawarah perencanaan pernbangunan desa 

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kcgiatan keputusan 
musyawarah pcrencannan pembangunan desa 

..... , Tg) Dulan Tahun 

Sekretaris BPD ..... 
Mengetahui 

Ketua BPD ..... 

NO HARI/TANGGAL POKOK-POKOK KETERANGAN 
USULAN/KEGIATAN 

1 2 3 4 

16. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dei:;a 



n. Pelaksanaan tugas BPD 

l. Pengeloluan aepiraei masyarakat dcsa; 
2. Penyusunan dan aw:u pembahasan peraturan desa; 

3. Penciptaan. keadaan kondusif dalam penyelenggaraan 
peruerintahan desa; 

4. Pelaksana,an tugas lain; 
a. pemilihan kepala desa 
b. pelaksanaan musyawarah desa 
c. pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan desa 
d. pelaksanaan kerjasama antar desa 
e. ... ..... ..... ... dll. 

5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa. 
6. Pelakeariaan Bvaluasi Iaporan kctcrangan penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 

L Dasar Hukum 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor ... tahun ... ten tang 

Badan Permusyawaratan Desa. 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ... Tahun .... tentang 

Badan Permusyawaratan Desa 
3. Keputusan. Bupati Buton tentang peresrnian anggota BPD 

periode sampai . 
4. Keputusan BPD Nomor tahun tentang Penetapan 

kinerja BPD tahun anggaran . 

LAPORAN KINERJA BPD 

Tahun anggaran . 

............................................................................................... ·····-··-···· 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .. 
KECAMATAN . 

KABUPATEN BUTON 
Ala mat: 

11. FORMAT LAPORAN KlNERJA BPD 
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Badan Permusyawaratan Desa . 
Ketua, 

. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban 
BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa . 

HI. Penutup 


